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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis
menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di Daerah
Aliran Sungai (DAS) Serayu Kabupaten Banyumas menimbulkan berbagai
macam dampak dari berbagai aspek, baik aspek lingkungan, sosial dan aspek
ekonomi. Dampak negatif kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran
Sungai Serayu berupa perubahan profil sungai, perubahan habitat jenis-jenis
ikan endemik yang berada di Sungai Serayu serta terjadinya perselisihan Hak
Atas Tanah. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sudah dilakukan dengan tugas dan
wewenangnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melakukan
pembinaan-pembinaan serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait
serta aparat penegak hukum untuk melakukan alternatif kegiatan pengganti agar
kegiatan pertambangan pasir yang masih ilegal dapat dihentikan, namun
realitanya rencana tersebut masih sangat sulit diterapkan sehingga pengawasan
yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas masih belum

maksimal. Selain terhambat dari sisi anggaran Pemerintah Daerah, pelaksanaan
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alternatif kegiatan pengganti kegiatan pertambangan illegal tersebut juga

tergantung pada kesediaan atau persetujuan pelaku tambang.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah cepat untuk menetapkan
rencana alternatif kegiatan agar pertambangan ilegal tidak terus
berlangsung, seperti. pembangunan obyek wisata, dan pemeliharaan
ikan-ikan endemik.

2. Bagi penambang yang sudah mengantongi izin harus tetap menerapkan
cara penambangan yang baik agar lingkungan hidup Daerah Aliran
Sungai (DAS) Serayu tetap terjaga dengan baik.

3. Dinas Lingkungan Hidup perlu menambah jumlah SDM agar upaya

pengawasan dapat dilakukan secara lebih maksimal.
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